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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal 14
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial
tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan

Kementerian Sosial;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5655);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP
adalah wunit organisasi Pemerintah yang berfungsi
melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan
Kementerian Sosial.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Sosial, dalam hal ini adalah
Menteri Sosial.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk
menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK
adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan
oleh kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan yang
memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh
para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya
disebut LPSE adalah unit kerja
kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat
daerah/institusi lainnya yang  dibentuk  untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan
barang/jasa secara elektronik.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau

dimanfaatkan oleh pengguna barang.
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10.

11.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan
atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware).

Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan
kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan
(skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa
konsultansi, pekerjaan konstruksi, dan pengadaan

barang.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

ULP mempunyai tugas untuk:

a.

mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa
bersama PPK;

menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
laman Kementerian Sosial dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE
untuk diumumkan pada portal pengadaan nasional;
menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui
prakualifikasi atau pascakualifikasi;

melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga
terhadap penawaran yang termasuk;

menjawab sanggahan;

menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan
salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
kepada PPK;

menyimpan  dokumen  asli pemilihan  penyedia

barang/jasa;
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i.  mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri,
kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan, dan
rancangan kontrak kepada PPK;

j- membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal;

k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

.  menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan
barang/jasa di lingkungan ULP;

m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan
menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di
LPSE;

n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan
barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan

o. mengelola sistem informasi manajemen yang mencakup
dokumen pengadaan, data survei harga, daftar

kebutuhan barang/jasa, dan daftar hitam penyedia.

Pasal 3
ULP memiliki kewenangan :
a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
b. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
c. menetapkan pemenang untuk:

1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket
pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling
tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d. mengusulkan pemenang kepada PA/KPA untuk penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai
diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan
penyedia jasa konsultansi yang bernilai diatas

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

e. mengusulkan kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa

yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti



